
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesi Nomor 5561); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber 
pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

b. bahwa berdasarkan Lampiran vii Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 ; Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah 
Dan Dana Desa: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Muna Barat; 

BUPATI MUNA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHON 2016 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR 9 TAHON 2016 

TENTANG 

BUPATI MUNA BARAT 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
dengan Pera.turan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5767); 

12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 288); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 
tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1045); 

14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 21 
Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015; 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 
(1) Daerah adalah Kabupaten Muna Barat; 
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat; 
(3) Bupati adalah Bupati Muna Barat; 
(4) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan clihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

(5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

(6) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa; 

(7) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

(8) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan 
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan 
masyarakat; 

(9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 

(10) Transfer kedaerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka 
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, 
dan otonomi khusus, dan dana transfer lainnya; 

(11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

(12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 

(13) Rekening KasUmum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada 
Bank sentral; 

(14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

BABI 
KETENTUAB UM1JM 

PasaJ 1 



(1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Penduduk Desa, 
Luas Wilayah Desa, Anglea Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan 
Geografis. 

(2) Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dihitung berdasarkan: 

Pa8813 

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
pagu anggaran Dana Desa Kabupaten. 

Pasa12 

BABU 
PENGALOKASIAB DAN BESAR.Alf DANA DESA 

Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang clitetapkan; 

(15) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran; 

(16) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

(17) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung 
jawaban; 

(18) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya clisingkat RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun; 

(19) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat; 

(20) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

(21) Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

(22) Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan; 

(23) Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa; 

(24) Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas desa; 

(25) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan clisepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 



(1) Penyaluran dana Desa di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) keRekening Kas Desa. 

(2) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan 
secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan : 
a. Tahap I pada bulan April sebesar 60% (empat puluh perseratus) 
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) 

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lambat pada minggu kedua. 

Pasal 5 

BABm 
PENYALURAN DAR PENGGUNAAN 

(1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara: 
a. Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/Kota - Alokasi dasar) x 

[(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (35°/o x rasio jumlah 
penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah setiap 
Desa terhadap luas wilayah Ka.bupaten/Kota yang bersangkutan} + 
(30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan 

b. Basil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan 
dengan Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa. 

(2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana di maksud pada ayat {4) 
ditentukan oleh faktor yang meliputi : 
a.Ketersediaan pelayanan dasar; 
b.Kondisi Infrastruktur; 
c. Transportasi; 
d.Komunikasi Desa ke Kabupaten. 

(3) Penetapan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal4 

a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata 
kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari 
Dana Desa setiap kabupaten/kota; dan 

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa 
(yang selanjutnya disebut "Bagi.an Formula"), dengan bobot sebagai 
berikut: 
• 25% (dua puluh lima per seratusJ untuk jumlah penduduk; 
• 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin; 
• 10°/o (sepuluh per seratus) untuk. luas wilayah; dan 
• 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan sebagai faktor pengali basil penghitungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 



Paaal 8 
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyaluran dan penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 
b. Penyaluran Dana Desa dari bendahara kepelaksana kegiatan; 
c. Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan, Kemasyarakatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 
d. SiLPA Dana Desa. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 
a. Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa; 
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. 

BABV 
PEMARTAUAN DAN EVALUASI 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
kepada Bupati setiap semester. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana di 
maksud pada ayat (1) di lakukan dengan ketentuan: 
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran 

berjalan; 
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun 

Anggaran berikutnya. 
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran 
Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa. 

BABIV 
PELAPOR.All 

Paaal 7 

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

(3) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

Pasa16 

(4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas 
Daerah. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan 
dengan syarat: 
a. APBDesa telah ditetapkan; 
b. Telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

kepada Bupati; 
c. Telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. 



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR .... 9. 

2016 
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. .., PAAAF KOORDINASI 
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARA1" 
U:JIT I St.TUAN KERJSA p 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna 
Barat . 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru sejak Bulan Januari Tahun 2016. 

Pasal 10 

Dengan berlalrunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Barat 
Nomor 105 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pasal 9 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

(4) Dalam hal melalrukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah Kabupaten menetapkan tim evaluasi dengan Keputusan 
Bupati. 

(5) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar,Bupati 
memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa 
pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA. 

(6) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 4) terjadi karena : 
a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa,pedoman umum,atau petunjuk teknis kegiatan. 
b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. 


